BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 4¢ TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur,
menegaskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di
bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Timur;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573)$



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019

tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBA
TIMUR.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peératuran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba

Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur\/
!



4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumba Timur,

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumba Timur.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Timur
merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan
berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba
Timur dengan Intensitas Besar
(2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. Kepala,
b. Sekretariat, membawahi : ;
1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa membawabhi *
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
d. Bidang Politik Dalam Negeri *
1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi; dan
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politikv
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e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama; dan
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
g. UPTB
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dipimpin oleh  Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 1, sampai dengan angka 3, masing-masing dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, huruf d,
huruf e dan huruf f, masing — masing dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
angka 1 sampai dengan angka 2, huruf d angka 1 sampai
dengan angka 2, huruf e angka 1 sampai dengan angka 2, dan
huruf f angka 1 sampai dengan angka 2 masing — masing
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,




(3

(4

pemeliharaan ketahanan ekonqmi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan  organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pélaporan di bidang pembinaan
ideologi  Pancasila dan wawasan  kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan pena'nganan konflik sosial di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan
kesatuan bangsa dan politik kabupaten;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
terkait dengan bidang kesatuan bangsa dan politik

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan

Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tang'ga dan) aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dangPolitik[:\/



e. pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

(5) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
penyiapan dan koordinasi penyusunan program dan
anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja
yang menjadi tanggung jawab Badan .

(6) Sub P;agian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan
pembukuan yang menjadi tanggung jawab Badan.

(7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan,
kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan
dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian yang
menjadi tanggung jawab Badan.

(8) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan.

(9) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
fungsi -

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah kabupaten:

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah kabupaten:

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
keba:'ngsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah kabupaten:

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah kabupaten: :

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan

sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten/kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(10) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas
melaks_"anakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidangl_/



(11)

(12)

13)

ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan.
Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela
negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan
dan karakter bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (12), Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan

fungsi :.

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaira politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kel;ijakam di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelf:tnbagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan urnum/ pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasanL



(14) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya pdﬁtik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
dan peningkatan demokrasi.

(15) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

(16) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
medias'i; sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(17) Untuk 'melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (16), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan" umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten; |

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten; 7 .

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaanL



(18)

(19)

(20)

(21)

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan  penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan.
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah ka‘bupiaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (20), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik menyelenggérakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerzjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama' intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten;\/



(22)

(23)

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar  negara, fasilitasi  kelembagaan  bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijjen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan.

Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Pasal 5

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. ;

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan bersifat teknis
sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang
terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya



(2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan
masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina,
membimbing dan mengdawasi pekerjaan dari Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada
dalam lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional pada
Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub
Bagian dan Kepala UPTB pada Badan wajib :

a. mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan
sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing; dan

c. mengikuti, mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang
ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampaiL

dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuwinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 24 PeceMBer- 202|
(‘

fBUPATI SUMBA TIM

'\- KHRJSTOFEL Pﬂ%

Diundangkan di Waingapu
pada thnggal 24 Degeupen 2pz)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, ¢

DO WARANDOY

\I}ERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR. 73
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
' NOMOR4# TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBA TIMUR

UMUM

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk
mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan
kesejahteraan, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang
luas kepada masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam
penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur
tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian kewenangan, dan tata kerja yang
jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk
membangun perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik

daerah yang berbeda satu sama lain.

Dasar utama penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu adanya
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi
kewenangan daerah, ‘yaitu urusan wajib, baik yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan
memperhatikan pedomian dari Kementerian/Lembaga yang membidangi
Urusan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaiman

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang



I

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan 'dan Susunan Perangkat

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kébupaten Sumba Timur telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba
Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas dan 7 Badan.
Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumba Timur. 5

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jela

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 22!
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